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SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENANCANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

l.

2.

bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan

yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas

dari benturan kepentingan, perlu dibentuk Tim Penangan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna tentang Tim Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (t embaran Negara Repubtik Ledonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 38741,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O02 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (trmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 197,

Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahurr 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 1,41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Ke{a

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengal Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Proyinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihar Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pemberadayagunaan Aparatur Sipil Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2024 tenta ng

Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

E

Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN MUNA.

Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanegal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAI}UPATEN MUNA,

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

SC uai dengan aslinya
KOMISI PEMILIF{AN UMUM

N MUNA
Su Bagian Teknis Penyelenggaraal Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim
I 2 3 4

1
[a Ode Muhamad Askar
Adi Jaya

Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kab.

Muna
Pengarah

2 Alimudin Pengarah

2 La Ode Ngkumabusi
Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kab.
Muna

Pengaralr

4 [,a Tasman
Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kab.
Muna

Pengarah

5 Wa Ode Lilis Widya Ningsih
Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kab.
Muna

Pengarah

6 l,a Ode Abdul Manaf Fattah
Alam

Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kab.

Muna
Ketua

Wa Ode Muliati Hariki
Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan Losistik
Anggota

8 Sarus

Kepala Sub Bagian
Teknis

Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Anggota

9 Sitti Amrana
Kepala Sub Bagian
Perencanaan Data

dan Informasi
Anggota

I Anggota Komisi 
I

I Pemilihan Umum Kab. I

I urr," I
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No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim
1 2 3

10. Andi Arwin

Kepala Sub Bagran
Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan
Sumber Daya

Manusia

Anggota

11. La Ode Abdul Wahab
Penlrrsun Materi

Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

12. Anita
Penyusun Materi

Hukum dan
Perundang-Undangan

Anggota

13.
Muhammad Nurul Fikry
Ramadhan Armin

Penyusun Materi
Hukum dan

Perundang-Undangan
Anggota

14. Yoan Pattiasina
Penata Kelola Sistem

dan Teknologi
Informasi

Anggota

15. Muhidin Sam Mongkito

Penata Kelola
Pemilihan

Umum Ahli
Pertama

Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
Su

S
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Bagial Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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